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Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai 
usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran 
Islam jual beli harus sesuai dengan Syariat Islam, baik dari segi syarat dan 
rukunya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat 
tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita jual beli yang dipraktikan 
oleh pedagang daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota 
Metro patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem 
jual belinya sudah sesuai dengan Syariat Hukum Islam. Dalam praktik jual beli 
yang dimaksud selalu ada pencampuran daging sapi sehat dan sapi sakit, 
dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapatkan 
keuntungan pedagang menyamakan harga daging sapi sehat dan sapi sakit dengan 
mengesampingkan akad yang dilakukan. Melihat permasalahan tersebut maka 
rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran 
yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro? Bagaimana 
pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran yang 
terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di 
Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Untuk mengetahui 
pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar 
Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. yaitu menggambarkan kondisi, 
situasi atau fenomena tentang data yang diperoleh. Sumber data penelitian 
menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data 
mengunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan 
menggunakan pola pikir induktif yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu 
tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. kemudian dari peristiwa 
tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dan dihubungkan dengan teori 
Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa 
praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro yaitu 
dengan mencampur daging sapi sehat dan sapi sakit tanpa sepengetahuan pembeli 
jelas tidak sejalan dengan Hukum Islam, karena menimbulkan kerugian dipihak 
pembeli. Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman Allah SWT 









                        
                للاه        
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih 
dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari 
penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini 
adalah berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 
JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro 
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) 
1. Tinjauan 
Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang 
teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 




2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu 
Allah dan sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
 
3. Jual beli  
Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 
                                                             
1
Hasan Alwidan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta:Yayasan Obor 
Indonesia 2002), h. 6. 
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5. 
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4. Campuran  




Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik jual beli daging 
sapi campuran antara daging sapi yang sehat dengan yang sakit, sebagaimana 
sering dilakukan oleh pedagang daging sapi di pasar Kota Metro di telaah 
dengan prinsip Hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan memilih judul skripsi ini antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Alasan Objektif 
Adanya praktik didalam masyarakat dalam bentuk penjualan daging 
sapi dengan cara mencampur daging sapi yang sehat dengan sapi yang sakit 
dan menjualnya dengan harga yang sama seperti harga daging sapi yang sehat, 
praktik ini jelas merupakan suatu tindakan curang dari pedagang yang dapat 
merugikan pihak pembeli. Untuk itu fenomena ini perlu dikaji untuk 
memperoleh pemahaman hukum perbuatan tersebut dari perspektif Hukum 
Islam. 
                                                             
3
kumedi ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung, PERMATANET 
Publishing, 2016),  h. 104. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahas Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2002), h. 168. 
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2. Alasan Subjektif 
a. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang 
penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah. 
b. Lokasi penelitian cukup terjangkau hingga tidak menghambat penulis 
untuk melakukan penelitian. 
c. Literatur yang tersedia cukup menunjang, sehingga memungkinkan untuk 
dilakukan penelitian. 
C. Latar Belakang Masalah 
Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara 
manusiawi harus dicukupi. Hal ini tidak dapat dipungkiri karna seiring dengan 
kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia 
maka menjadi suatu keniscayaan jika permasalahan-permasalahan tertentu 
dengan komplekitas masing-masing bermunculan. Hukum ekonomi dalam 
istilah Fiqih mu’amalah dikenal dengan istilah mu’amalah. Manusia dalam 
menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari kegiatan mu’amalah, dimana 
mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi 
tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak. Hal ini sesuai dengan 
pengertian mu’amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling 
berbuat, dan saling beramal.
5
 Sebagai sumber ajaran, Islam memiliki 
seperangkat nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan 
dalam bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. 
                                                             
5
Racmat Syafei’i, Fiqih Mu’amalah (Bandung: pustaka setia, 2000), h. 14. 
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Dalam kenyataannya, kita sering menemukan praktik yang jelas-jelas 
menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika, tetapi praktik tersebut dalam 
situasi khusus, dibenarkan karena alasan pertimbangan yang rasional. Tentu 
saja kenyataan ini tidak boleh diterima secara universal. Dengan kata lain 
pengecualian yang dibenarkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai 
bahwa bisnis tidak mengenal etika.
6
 
Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yaitu suatu 
persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan 
kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah 
rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi itu. 
Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam Al-
Quran surat An-Nisa (4) ayat 29. Allah SWT Berfirman: 
                       
               هللا           
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Dan jangan kamu membunuh 
dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”.(QS. An-
Nisa : 29)
7 
Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT 
memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan 
                                                             
6
Bambang Eko Sutrisno,  Etika Bisnis (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 5. 
7




dengan Hukum Islam. Di antara sejumlah ketentuan jual beli dalam Islam 
adalah harus didasari rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli serta 
terhidar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya.
8
 
Salah satu realita jual beli yang dipraktikan oleh pedagang daging sapi 
di pasar Kota Metro patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan 
apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, dalam 
praktik jual beli dimaksud selalu ada pencampuran daging sapi sehat dengan 
yang sakit dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar 
mendapatkan keuntungan. pedagang menyamakan harga daging sapi sehat dan 
sakit dengan mengesampingkan akad yang dilakukan pihak pembeli. Praktik 
pencampuran oleh pedagang ini tentu saja di ketahui pihak pembeli. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui 
lebih lanjut bagaimana status hukumnya praktik penjualan daging sapi tersebut 
dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran”. 
D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian lebih 
mengarah pada persoalan penentuan Hukum Islam khususnya Fiqh Muamalah 
yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli daging sapi campuran di 
Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 
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E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar 
Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi 
campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota 
Metro? 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota 
Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 
b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli 
daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota 
Metro. 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan 
ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti 
berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 
praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan 
Metro Pusat Kota Metro. 
7 
 
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir 
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan 
kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah 
data yang diperoleh dari lapangan penelitian.
9
 
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah  suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau 
gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 
fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah 
bertujuan untuk menghasilkan data desktiptif, berupa kata-kata lisan dan 
perilaku mereka yang diamati.
10
 
2. Sumber Data 
Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun 
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari responden obyek yang diteliti atau ada hubungannya 
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dengan obyek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari 
personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
11
 Dalam hal 
ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pedagang dan 
pembeli daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota 
Metro. 
b. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang 
dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian 
ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan 
dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literature/ 
artikel dan wawancara dengan pedagang daging sapi dan pembeli.
12
 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.13 Adapun yang menjadi 
bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli 
daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 
b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas, lengkap dan 
dapat dianggap mewakili populasi
14
 Sampel dalam penelitian ini 
ditetapkan secara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih secara 
cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan 
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mempunyai ciri-ciri yang spesifik
15
 adapun penelitian ini menggunakan 
purposive sampling yakni dalam penentuan sampel berdasarkan pada 
pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang 
dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel 
yang ada. Menurut Sugiono dalam bukunya “apabila subyek 
penelitiannya <100 lebih baik diambil semua. Mengingat jumlah 
populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini <100 orang yaitu 12 
pedagang daging dan 10 pembeli. Maka, semua populasi dalam 
penelitian ini dijadikan sampel. Dengan demikian penelitian ini berjenis 
penelitian populasi. 
4. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 
atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
16
 Metode ini dilakukan 
untuk melihat bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang 
terjadi di Kota Metro untuk kemudian dibandingkan dengan prinsip-
prinsip Islam mengenai jual beli. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen 
tertentu berupa catatan transkip, Buku, Surat kabar, dan lain sebagainya. 
Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah 
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praktik jual beli daging sapi campuran tersebut ada unsur kecurangan dan 
bagaimana perspektif Hukum Islam praktik jual beli daging campuran 
tersebut. Yang kemudian dijual dengan harga sama antara daging sapi 
yang sehat dengan sapi yang sakit. 
c. Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau 
direkam.
17
 Pada praktiknya wawancara dilakukan secara langsung 
kepada pedagang daging, dan pembeli daging. 
5. Metode pengelolahan data 
a. Pemeriksaan data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan kembali 
terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, 
kejelasan makna, kelarasan satu dengan yang lainnya.
18
 Memeriksa 
daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. 
Tujuannya yaitu untuk menghilangakan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga 
kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Sistematika data 
Bertujuan untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasa berdasarkan urutan masalah.
19
Dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut 
klasifikasi dan urutan masalah. 
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6. Metode Analisis Data 
Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan 
analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis induktif 
yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau perinstiwa-peristiwa yang 
konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat 
umum.
20
 Melalui analisis ini dapat disimpulkan apakah praktik 
pencampuran daging untuk dijual itu sesuai denngan Hukum Islam atau 
tidak. 
  
                                                             
20





A. Pengertian dan Dasar Hukum 
1. Pengertian Jual Beli 
 Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling 
membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar 
menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. 
Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingaan sendiri 
maupun untuk kemaslahatan umum. 
Jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, al-tijarah dan al-mubadalah 
yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau 
barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada 
yang lain atau dasar saaling merelakan.
21
  
Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan al-ba’i (menjual), 
mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’i 
dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu 
lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba’i mengandung 
arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah 
pengertian jual beli (al-ba’i) secara definitif yaitu tukar-menukar  barang 
harta benda atau  sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara 
nilainya melalui cara tertetu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (al-ba’i), yaitu tukar-menukar 
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harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan 
menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah 




Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama‟ fiqh diatas maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang 
dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh 
dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi 
serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa 
kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan 
barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada 
penjual. 
Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan 
kepada umatnya. Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi 
landasan bagi umatnya. Seperti dalam jual beli, sebagian besar para Ulama‟ 
memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum 
yang berlaku. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah al-ba’i. 
Kata lain dari al-ba’i adalah asy-syira’, al-mubadalah dan at-tijarah. 
Berkenaan dengan kata at-tijarah, sebagaimana firman Allah dalam QS. 
Fathir (35): 29 yang berbunyi: 
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        هللا               
          
Artinya:“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.
23
 
                  
                           هللا 
                             
     هللا                    
    
Artinya:“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 




Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan 
menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas 
melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
25
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Menurut Ulama‟ Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah 
mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam 
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
26
 Muamalah secara sempit 
merupakan aturan Allah yang paling baik digunakan dalam hal memenuhi 
keperluan jasmani antara manusia satu dengan manusia lainnya. 
Dalam Al-Qur‟an dan Sunnah sudah ditetapkan aturan yang 
mengatur tentang muamalah, dimana dari waktu kewaktu aturan manusia 
selalu berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian pelaksanaannya 
diberikan kebebasan untuk menetapkan aturan yang paling sesuai dengan 
situasi zaman saat itu. Oleh sebab itu, dalam muamalah aturan harus 
disesuaikan dengan waktu dan tempat yang paling ideal dan aturan dalam 
muammalah menjadi sangat fleksibel. 
Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran 
mutlak. Kata al-ba’i, jual‟ dan asy-syira, beli‟ penggunaannya disamakan 
antara keduanya. Jual beli dalam syariat Islam merupakan pertukaran harta 
tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau 
dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan 
persetujuan dan hitungan materi.
27
 
Dengan demikian muamalah yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang 
membatasi hubungan manuusia satu dengan yang lain juga hubungan 
manusia dengan benda-benda disekitarnya. 
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Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara’ 
adalah uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan kepemilikan yang 
diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain 
sebagainya.
28
 Jual beli disebut ba’i dalam bahasa arab, adalah suatu 
transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap 
barang dengan harga yang disepakati.
29
 Perdagangan atau jual beli menurut 
bahasa berarti al-Ba’i, al-Tijarah dan al-Mubadalah.
30
 Perkataan jual beli 
terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata jual dan beli 
mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual 
menunjukan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya 
perbuatan membeli.
31
 Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukan 
adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan 
pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang 




Jual beli (al-ba’i)i secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dagang (barter).
33
 Jual beli merupakan istilah untuk menyebut dari 
dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.
34
 Jual 
beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, uang 
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 Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran 
selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengeculian “fasilitas” 




Menurut ulama‟ Hanafiah, jual beli adalah saling menukar harta 
dengan harta melalui cara tertentu.
37
 Cara tertentu yang dimaksud adalah 
Ijab dan Qobul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara 
penjual dan pembeli.
38
 Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.
39
 Menurut Sayyid 
Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan 
jalan suka sama suka, atau menukar hak milik dengan memberi ganti, 
dengan cara yang dijanjikan padanya.
40
 Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual 
beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran hak milik secara tetap.
41
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat 
terjadi dengan cara: 
a. Pemindahan harta antara dua pihak antara dasar saling rela. 
b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu 
berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.
42
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Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan 
dalam arti telah ada hukumnya dan boleh, kebolehannya dapat ditemukan 
dalam Al-quran dan begitu pula dalam Hadits Nabi SAW.
43
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Sistem Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan 
manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, dan berusaha mendialektikan 
nilai-nilai ekonomi. Sistem islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai 
ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika selain itu, konsep dasar islam 
dalam kegiatan muammalah sangat konsen terhadap nilai-nilai 
humanisme. 
Adapun dasar hukum jual beli yaitu: 
a. Al-Quran 
Dalil hukum jual beli dalam Al-Quran terdapat pada ayat-ayat berikut 
ini: Qs. Al-Baqarah (2)  ayat 198 :  
                      
         هللا              
               
Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu 
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Qs.An-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut :  
               هللا        
              
Artinya:“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 
sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada 




Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275: 
                 
                           
 هللا                           
      هللا                  
    
Artinya:“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
  
                                                             
45 Ibid, h.129 
20 
 
Qs. An-Nisa (4) ayat 29: 
                      
                هللا    
      
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 






Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua 
perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada nabi 
Muhammad SAW. Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah 
Al-Quran.  
Adapun dasar hukum jual beli  diantaranya sebagai berikut: 
ْسهِئلََْْوَسل مََْْعَلْيوِْْاللْهَْصل ىْالن ِبيْ َْأنْ َْعْنوْهْاللْهَْرِضيَْْرَاِفعْ ْْبنِْْرَِفاَعةََْْعنْْ
رهْورْ ْبَ ْيعْ ْوَكهلْ ْبَِيِدهِْْالر جهلَِْْعَملْهَْقاَل:ْ؟َْأْفَضلْهْاْلَكْسبِْ ْاَْلبَ ز اره،َْرَواهْه(iَمب ْ
 )اَْلَحاِكمَْوَصح َحوْه
Artinya:"Dari Rifa‟ah bin Rafi‟, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan 
apa yang paling baik. Jawaban Nabi “Kerja dengan tangan dan 
semua jual beli yang mabrur”. (HR.Al- Bazzar dan al-Hakim).
47
 
Hadits di atas menjelaskan Ba’i Al-mabrur jual beli yang benar 
yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak 
mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan 
riba. 
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Ijma’ yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis 
ijma’ merupakan kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat 
Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap 
hukum syara’.
48
 Ijma’ adalah sumber Hukum Islam yang ketiga 
setelah Al-Quran dan Sunnah. 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 
barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan 
barang yang sesuai. 
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan 
syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan 
sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut 
Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (uangkapan membeli dari 
pembeli) dan qobul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang 
menunjukkan kepada ijab dan qobul. 
Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan 
dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Tetapi, unsur 
kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan 
indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 
menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, 
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boleh tergambar dalam ijab qobul atau cara saling memberikan barang dan 
harga barang. 
Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, Aqidain (dua orang 
yang berakad), Ma’qud alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar 
pengganti barang), Shigat (ijab-qobul). Ulama Syaf‟iyah juga berpendapat 




Berdasarkan penjelasan diatas bahwa para ulama sepakat tentang shigot 
(ijab dan qobul) termasuk ke dalam  rukun jual beli. Hal ini karena shighot 
termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Terdapat perbedaan pendapat 
ulama terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan ma’qud alaih (barang 
yang diperjualbelikan  dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan 
tersebut dapat dikatakan lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai 
rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang 
dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama 
yang menjadikan aqidain sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam 




Menurut shighot, aqidain dan ma’qud alaih lebih tepat disebut rukun 
dalam jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh Ulama Malikiyah dan 
Syafi‟iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang 
tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ketiganya dalam praktik jual beli tidak akan 
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terlaksana. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma’qud alaih 
tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, 
melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan. Menurut para 
ulama syarat ma’qud alaih itu ada di tempat dan bisa diserah terimakan ketika 
akad berlangsung. Namun dalam jual beli salam tidak demikian. Oleh sebab 
itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini 
berdasarkan istihsan (sesuatu yang dianggap lazim dilakukan). Islam telah 
ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut 
Islam jika telah terpenuhi syarat dan rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat 
jual beli adalah : 
1. Rukun Jual Beli  
Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila 
terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad 
(ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan 
ma’qud alaih (objek akad).
51
 
Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara 
bahasa kata Al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya 
adalah Al-‘Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di 
dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Al-‘Aqd memiliki arti perikatan, 
perjanjian, dan permufakatan (Al-Ittifaq). akad didefinisikan sebagai 
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan 
penerimaan ikatan) yang terdapat di dalam kaidah fikih sesuai dengan 
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kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga 
terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.
52
 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual 
kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus 
terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli sebagai berikut:
53
 
a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang 
memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap 
dalam melakukan jual beli (Mukallaf). 
b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dalam membelikan hartanya 
(uangnya). 
c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’, untuk di 
jual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. 
d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 
pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli 
menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 
terima). 
Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 
dengan hati, kerelaan dapat diketahui melelui tanda-tanda lahirnya, tanda 
yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qobul. Jual beli yang 
menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan 
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sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qobul, ini adalah pendapat Jumhur. 
Menurut fatwa Ulama Syafi‟iyah, jual beli barang sekecil apapun harus 
memenuhi syarat jual beli yaitu  harus ijab qobul, tetapi menurut Imam 
Al-Nawawi dan Ulama Muta‟khirin Syafi‟iyah berpendirian bahwa boleh 
jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat 
sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan 
tidak harus ijab dan qobul, seperti membeli sebungkus rokok.
54
 
2. Syarat Jual Beli  
Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat 
yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada 
maka jual beli tidak sah.
55
 Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah 
dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat 
terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada 
kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.
56
 
Menurut Imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu 
syarat terpenuhinya akad (syurut al-in ‘iqad), syarat pelaksanaan jual beli 
(syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat 
(syurut al-luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk 
menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi 
kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan:
57
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Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth Al-I’tiqad). Syarat ini 
merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi 
atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. 
Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam 
satu majelis. Sedagkan syarat yang berkaitan dengan barang yang 
dijadikan objek ada empat, yaitu: 
a. Barang dijadikan objek trasaksi harus benar-benar ada dan nyata. 
Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, 
begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang 
masih berada di dalam kandugan induknya. 
b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, 
dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak 
menimbulkan kerusakan. 
c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara 
sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 
jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas 
matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna. 
d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini 
maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang 
ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.  
Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syuruth al-
nafadz) ada dua yaitu:
58
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a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang 
terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik 
otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian 
suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang 
juga harus cakap hukum. 
b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah 
sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. 
Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terbagi menjadi dua 
macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum 




a. Barang dan harganya diketahui (nyata) 
b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli 
merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk 
selamanya. 
c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham 
dengan dirham yang sama dianggap tidak sah. 
d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang 
menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat 
yang tidak dikenal dalam syara’ dan tidak diperkenankan secara adat 
atau kebiasaan suatu masyarakat. 
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Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang 
sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di 
atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang 
telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikanya mengikat para 
pihak yang melakukan akad jual beli: 
a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para 
pihak. 
b. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergatung dengan hak khiyar 
baru mengikat ketika hak khiyar berakhir, selama hak khiyar belum 
berakhir, maka hak tersebut belum mengikat. 




a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis 
seperti anjing, babi dan lain-lain. 
b. Memberi manfaat menurut syara‟, maka dilarang jual beli benda-
benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara‟, seperti 
anjing, babi, cicak dan lain-lain. 
c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
d. Tidak dibatasi waktunya seperti ku jual motor ini kepada tuan selama 
satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan 
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salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun 
kecuali ketentuan syara‟. 
e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat. 
f. Milik sendri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin 
pemiliknya. 
g. Diketahui atau dilihat, barang yang diperjual belikan harus diketahui 
banyaknya, takarannya, beratnya, jenisnya, atau ukuran-ukuran 
lainnya. 
Keenam syarat sah ijab qobul merupakan pernyataan atau 
perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya yang 
melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat ijab qobul sebagai berikut:
61
 
a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). 
b. Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan qobul. 
c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qobul. 
d. Ijab dan qobul harus jelas dan lengkap serta tidak memimbulkan 
pemahaman yang lain. 
e. Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak  
Ketujuh syarat nilai tukar barang (harga barang) Nilai tukar 
barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. 
Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama‟ fiqh membedakan antara 
adhaman dan as-si’r. 
Rahmat syafei dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah 
syarat nilai tukar barang (harga barang) yaitu nilai tukar barang 
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merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan 
dengan nilai tukar barang para ulama‟ fiqih membedakan antara Athaman 
dan As-Si’r. 
Al-Tsaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat, sedangkan As-Si’r yaitu model barang yang diterima para 
pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua 
harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang 
dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama‟ fiqh berpendapat 
syarat nilai tukar barang sebagai berikut:
62
 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
b. Dapat diserahkan pada saat akad. 
c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan 
nilai tukar harus jelas. 
Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain
63
 
a. Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, 
bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar 
(penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat 
sebagaimana  dijelaskan dalam Qs. An-Nisa(4) ayat 5 sebagai berikut: 
            هللا          
               
Artinya:“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
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yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 




b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini 
dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah 
kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan 
kaum muslimin.  
c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh 
kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya 
serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam 
arti suka sama suka. 
d. Tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri 
dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir) 
sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa‟ (4) : 27 sebagai berikut:  
 هللا و                        
         
Artinya:“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang- orang yang 
mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-
jauhnya (dari kebenaran)”. 
65
 
Syarat di atas dapat menjadi garis besar bagi para pihak yang 
ingin melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat-syarat bagi penjual 
atau pembeli, bermaksud agar supaya dalam proses transaksi jual beli 
sesuai dengan syara‟. Maka apabila tidak memenuhi persyaratan 
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sebagai pembeli, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual 
beli agar tidak merusak syarat dalam jual beli. 
Apapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka 
harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. 
C. Macam-Macam Jual Beli 
Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:
66
 
1. Ditinjau dari Segi Sifatnya 
Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu 
jual beli shahih dan jual beli ghairu shahih. Pengertian jual beli shahih 
adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun 
syaratnya. Pengertian ghairu shahhih adalah jual beli yang tidak dibenarkan 
sama sekali oleh syara‟, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang 
syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi 
tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan 
oleh orang yang memiliki akal sempurna, tetapi barang yang dijual belum 
jelas. 
Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut 
disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi 
ada sifat yang dilarang maka jual beli tersebut ialah jual beli fasid. 
Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada ghair shahih 
yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya 
dilarang karena ada sebab diluar akad. 
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2. Dilihat dari Segi Sighatnya 
Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual 
beli mutlaq dan ghair mutlaq. Pengertian dari jual beli mutlaq adalah jual 
beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan 
syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli 
ghair mutlaq adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada 
masa yang akan datang. 
3. Dilihat dari Segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli 
Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu:
67
 
a. Muqayyadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli 
binatang dengan binatang, disebut dengan barter. 
b. Sharf adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, 
atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan 
perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli sharf (uang) yang 
sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu: 
1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilanya. 
2) Tunai. 
3) Harus diserah terimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah 
secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi 
batal. 
c. Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 
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4. Dilihat dari Segi Harga atau Ukurannya 
Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga 
atau kadarnya yaitu: 
a. Jual beli murabahah dalam arti bahasa dari kata yang akar katanya 
tambahan, menurut istilah fuqaha, dalam pengertian murabahah adalah 
menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan 
dengan syarat-syarat tertentu. 
b. Jual beli tauliyah menurut istilah syara‟ adalah jual beli barang sesuai 
dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan. 
c. Jual beli wadi’ah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga 
pembelian. 
d. Pengertian jual beli musawwamah adalah jual beli yang biasa berlaku 
dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar 
sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang 
mereka lakukan. 
5. Ditinjau dari Segi Alat Pembayaran 
Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
68
 
a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran secara 
langsung. 
b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang 
penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan 
kemudian dan bisa dicicil. 
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c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 
meliputi: 
1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka 
atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian). 
2) Jual beli istishna’, yaitu jual beli yang pembeliannya dibayar tunai 
atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) 
dengan spesipikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. 
d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 
tertunda. 
6. Jual Beli Ditinjau dari Segi Dilihat Atau Tidaknya Objek. 
Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:
69
 
a. Jual beli barang yang kelihatan (bai’ al-hadir), yaitu jual beli dimana 
barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal 
bisa dilihat. 
b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai’ al-ghaib), yaitu jual beli 
dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat. 
7. Ditinjau dari Putus Tidaknya Akad 
Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: 
a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (bai’ al bat), yaitu jual beli yang 
tidak ada hiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad. 
b. Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan 
akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan 
kepada pihak lainnya. 
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D. Jual Beli yang Dilarang 
Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli), menurut 
Kumedi Ja‟far antara lain: membagi jual beli yang dilarang sebagai berikut:
 70 
1. Jual Beli yang Dilarang Karena Ahliah Ahli Akad 
a. Jual beli orang gila 
Bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga 
jual beli orang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, karena dipandang 
tidak berakal. 
b. Jual beli anak kecil 
Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak 
sah kecuali dalam perkara-perkara ringan. 
c. Jual beli Fudhul 
Yaitu jual beli milik orang lain tanpa pemiliknya, sehingga menurut para 
ulama‟ jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil 
hak orang lain (mencuri). 
d. Jual beli orang buta 
Menurut jumhur ulama‟ sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang 
buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 
tidak bisa membedakan barang jelek dan yang bagus, dan menurut 
ulama‟ Syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap tidak sah. 
e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, pemboros dan bodoh) Jual beli ini 
dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun 
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kebodohannya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak mempunyai 
kepandaian dan ucapannya tidak dapat dipegang. 
f. Jual beli Malja’ 
Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli 
yang seperti ini menurut ulama‟ tidak sah, sebab dipandang tidak normal 
sebagaimana yang terjadi pada umumnya. 
2. Jual Beli yang Dilarang Karena Objek Jual Beli 
a. Jual beli gharar  
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli 
demikian tidak sah. Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi 
bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap 
pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, 
atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang 
menuju ketidak pastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.
71
 Dalam 
QS. Al-Anam ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:   
                       
                        
             هللا            
      
Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 
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kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu 
berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah 
kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
72
  
Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya 
melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur 
ghararnya hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya Gharar tersebut 
merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat 
dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diiketahui harganya, barangnya, 
keselamatan kondisi barang waktu memperolehnya. 
Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, 
adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidak 
pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang  dikaitkan dengan 
penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. 
Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak 
mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. 
Dalam gharar ini kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai 
sesuatu yang ditransaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah 
sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. 
Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan tegas 
meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi 
apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali 
dengan kesulitan besar (dharurah). Jika dilihat dari keharaman dan 
kehalalannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga:  
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1) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang bersadarkan ijma‟, 
seperti menjual ikan asin yang masih di dalam air dan burung yang 
masih di udara. 
2) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma‟ seperti 
pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah). 
3) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. 
Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya 
dikembalikan kepada kebiasaan.  
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang 
ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, sebab jual beli 
seperti ini dianggap tidak mempunyai kejelasan yang pasti.
73
 
c. Jual beli Majhul 
Jual beli barang yang tidak jelas misalnya jual beli singkong yang 
masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan 
lain-lain. Menurut jumhur ulama‟ jual beli seperti ini tidak sah karena 
akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
74
 
d. Jual beli sperma binatang 
Jual beli seperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor 
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َْصَلىْاا اّ وهْعَْْىَعْنْإْْبِنْعهَمَرَْرضِْ ههَماَْقاَْلْنَ َهىْاا ن بِ ي  َعن ْ َْلْيِوْوَسل مَْالل وْه
 ى(بخاْراهْاا رْوَعْنَْعْسِبْْاا فهْخِلْ)
“Dari Ibnu Umar R.A berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma 
(mani) binatang” (HR. Bukhori).
76
 
e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) 
Jual beli yang dimaksud adalah barang–barang yang sudah jelas 
hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah 
haram. 
ْاا اّ ِوْصَْْىَج اِْبر َْرضَِْعْنْ ههَماَْأن َْرْسهْوْله َْلىْاا اّ وهَْعَلْيِوْوَسل مَْالل وهَْعن ْ
ْمْبَ ي ْعَقاَْلِْإْن ْاا اّ َوْ ألَْْصَناِْمِْرْوََْوْااْ َمْيَتِةَْوْااْ ِخْنِزْيْْاا َخْمِرَْْوَْرْسهْوَْلوهَْحر 
ْ)رواهْاا بخارىْومسا م(
 “Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, 
bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhori Muslim)
77
 
f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.  
Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum 
ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagai mana sabda Nabi SAW:  
ْاا اّ ِوَْصَلىْاا اّ وهَْعَلْيِوْوَسل مَْْىَعْنْإْْبِنْعهَمَرَْرضِْ ههَماَْرسهْوله َعن ْ ْالل وْه
ْ  )رواهْاا بخارىْومسا م( َحْبِلْااْ َحبَ َلةِْنَ َهىَْعْنْبَ ْيع 
“Dari Ibnu Umar R.A ia berkata: Nabi SAW, melarang menjual binatang yang 
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g. Jual beli Muzabanah 
Jual beli yang basah dengan buah yang kering, seperti jual beli 
padi kering dengan bayaran padi yang basah, tetapi ukurannya sama, 




h. Jual beli Muhaqallah 
Jual beli yang dimaksud adalah jual beli tanam-tanaman yang 
masih diladang atau sawah, seperti jual beli yang dilarang oleh agama, 
yang mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).
80
 
i. Jual beli Mukhadarah  
Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen, 
seperti mangga yang masih kecil, rambutan yang masih hijau dan lain 
sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut 
masih samar (belum jelas), yaitu bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) 
tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, serta menimbulkan 
kekecewaan dari salah satu pihak.
81
 
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka ia 
dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama 
sebab mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah 
satu pihak. 
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j. Jual beli Munabadzah 
Jual beli yang dilakukan secara lempar melempar, misalnya 
seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti 
ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, lalu terjadi lempar 
melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang oleh agama 
karena mengandung tipuan yang dapat merugikan dari salah satu pihak. 
3. Jual Beli yang Dilarang Karena Lafaz (Ijab Qobul)82 
a. Jual beli Mu‟athah 
Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) 
berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab 
qobul, jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan 
rukun jual beli. 
b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul 
Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual 
terhadap qobul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah sebab 
kemungkinan ada untuk meninggikan harga atau kualitas barang. 
c. Jual beli Munjiz 
Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak 
sah, sebab dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. 
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d. Jual beli Najasyi 
Jual beli yang dapat dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, maksudnya dengan mempengaruhi orang agar 
mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini tidak sah karena 
dapat menimbulkan keterpaksaan. 
e. Menjual di atas penjualan orang lain 
Maksudnya yaitu menjual barng kepada orang lain melalui cara 
menurunkan harga, seehingga orang itu mau membeli barangnya. Seperti 
seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti 
barangku saja kamu beli dengan harga murah dari harga tersebut. Jual 
beli ini dilarang oleh agama karena menimbulkan perselisihan 
(persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang), sebagai sabda Nabi 
SAW sebagai berikut: 
ْاا اّ ِوَْصَلىْاا اّ وهَْعَلْيِوْوَسل َمَْوََلْيَ ْبعهْاا ْبَ ْيِعَْاِخْيوْى ر جه لهَْعلَقاَلَْرسهْوله
 )رواهْاا بخارىْومسا م(
“Rasulullah SAW bersabda seseorang tidak boleh menjual diatas penjualan 
orang lain”. (HR. Bukhori Muslim)
83
 
f. Jual beli dibawah harga pasar 
Maksudnya jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-
orang (petani) desa sebelum orang tersebut masuk pasar dengan harga 
semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar kemudian ia menjual 
dengan harga setinggi-tinggi nya. Jual beli ini dipandang kurang baik 
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atau dilarang, sebab dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau 
orang-orang desa. 
g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Seperti seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti 
aku akan membeli dengan harga yang tinggi. Jual beli ini dilarang juga 
oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat 
mendatangkan perselisihan diantara pedagang. 
E. Batalnya Jual Beli 
Jual beli yang tidak mempunyai kecocokan dapat dibatalkan (Iqalah) 
dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual 




1. Dipersilahkan, yaitu apabila iqalah  itu pembatalan jual belinya. 
2. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi‟i serta Abu Hanifah berpendapat 
bahwa iqalah merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam 
malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru. 
3. Pembatalan (iqalah) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami 
kerusakan. 
4. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada iqalah. 
Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka iqalah tidak 
diperbolehkan padanya. 
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Pembatalan jual beli merupakan prilaku ekonomi yang mengarah pada 
kondisi yang membangun agar jual beli didalamnya tidak ada yang 
dikecewakan, baik penjual maupun pembeli. 
F. Prinsip-Prinsip Muamalah 
Terdapat prinsip-prinsip muamalah yang berada pada etika (adabiyah), 
yaitu bagaimana transaksi dapat dilakukan. Prinsip-prinsip pada dasarnya 
menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau 
kedua belah pihak atau hannya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-
prinsip itu antara lain sebagai berikut:
85
 
1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan 
transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai 
dengan maksud Q.S Al-Maidah dan surat Al-Isra‟(17) ayat 34, yang 
memerintahkan orang-orang mu‟min supaya memenuhi akad atau jual 
belinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi. 
                     
              
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” 
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َْاْنْي َدْه َْدْلِ ْيلهَْع َلىْتَ ْحِرْْيِمَهاْاَاْ ْصلهِْفيْااْ مهَعاَْماَ ِةْْاَِلْبَاَْح ِةِْاَْل   ل 
Artinya: “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukan keharamannya.”
86 
Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi 
muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 
kerja sama (mudharabah dan musyarakah), wakalah, dan lain-lain kecuali 
yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, 
riba dan mengarah kepada perjudian. 
2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang serta dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak secara bebas dengan penuh tanggung jawab, selama tidak 
bertentangan dengan syariat dan adat setempat. 
3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau 
intimidasi dari pihak manapun. 
4. Pembuat hukum (syar’i) mewajibkan setiap perencanaan transaksi dan 
pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, 
kecurangan, penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau yang 
dicurigai diberi hak khiyar (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau 
membatalkan transaksi tersebut). 
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara‟ pada 
„urf  atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya artinya peranan ini 
atau adat kebiasaan dengan bidang transaksi sangat menentukan selama 
syarat tidak menentukan lain  oleh sebab itu ada yang mendefinisikan 
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muamalah sebagai hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah keduniaan, 
jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. 
Inti dari kelima prinsip diatas merupakan suatu transaksi yang 
melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak yang melakukannya 
dilakukan secara bebas, bertanggung jawab dalam menentukan bentuk 
masing-masing atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat 
yang baik dan kejujuran serta memenuhi syarat yang sudah biasa dilakukan. 




Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan terhadap suatu hal (baik 
memenangkan/memberikan ataupun mrnjatuhkan) sesuai dengan 
ketentuan undang-undang yang belaku, adil asal katanya dari bahasa arab 
‘adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah adalah menempatkan 
sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah zhalim (meletakkan 
sesuatu tidak pada tempatnya). 
Dalam prinsip keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha menetapkan 
harga sesuai dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu tinggi 
dan juga tidak terlalu rendah, bahkan diharapkan memiliki setandar yang 
pasti dari nilai produksi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian 
konsumen mendapat harga secara adil, dalam adil secara proposional. 
Dalam perspektif Islam, pada dasarnya dalam sebuah perniagaan 
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mengambil keuntungan berapapun tidak dibatasi, asalkan terdapat adanya 
unsur kerelaan yang telah terpenuhi. 
Berkenaan dengan masalah keadilan, nash-nash dalam Al-Qur‟an yang 
menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun 
berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau 
individu tertentu. 
b. Tidak ada unsur riba dan gharar 
Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 
muamlah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah 
SWT QS. Ar-Rum(30) ayat 39: 
                   هللا       
       هللا            
Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 
pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-




Kata gharar merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga 
berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan 
penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung 
resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam 
bukan untuk menjauhi resiko. Konsep gharar, dibagi menjadi dua, 
pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian 
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secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan 
penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dijelaskan 
dalam QS. Al-An‟am (6) ayat 152 sebagai berikut: 
                        
                        
             هللا           
        
Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 
kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu 
berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah 
kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 




G. Hukum dan Hikmah Jual Beli 
1. Hukum (Ketetapan) Dalam Jual Beli 
Ditinjau dari Hukum dan sifat jual beli, jumhur Ulama membagi 
jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah 
(sahih) dan jual beli yang dikateorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah 
jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukunnya maupun 
syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak 
memenuhi salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi 
rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur Ulama, rusak 
dan batal memiliki arti yang sama. Adapun Ulama Hanafiyah membagi 
hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak. 





Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah 
terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara‟ 
sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad 
seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang 
batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual 
beli sahih, fasad, dan batal adalah berikut ini: 
a. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan 
akad. 
b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau 
yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, 
seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil. 
c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada 
asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli 
yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga 
menimbulkan pertentangan. 
Adapun masalah ibadah, Ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur 
Ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.90 
Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual 
beli ini, yakni menetapkan barang pembeli dan menetapkan uang milik 
penjual. Hak-hak akad (huquq al-aqd) adalah aktivitas yang harus 
dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan 
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barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang 
cacat, khiyar, dan lain-lain. 
Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada 
dari benda tersebut yang disebut peringatan (murafiq). Kaidah umum dari 
masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah 
termasuk pintu, jendela, kamar tidur, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak 
disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian. 
a. Pengertian Tsaman  (harga) dan Mabi (barang jualan) 
Secara umum, Mabi adalah perkara yang menjadi tentu dengan 
ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah perkara 
yang tidak tertentu dengan ditentukan. 
Definisi diatas, sebenarnya sangat umum sebab sangat tergantung 
pada bentuk dan barang yang diperjual belikan, adakalanya Mabi’ tidak 
memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.91 
b. Ketetapan Mabi’ dan harga 
Hukum-hukum yang berkaitan dengan Mabi’ dan harga antara lain:
92
 
1) Mabi’ disyariatkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga 
tidak disyariatkan demikian. 
2) Mabi’ disyariatkan harus ada dalam kepemilikan penjual sedangkan 
harga tidak disyariatkan demikian. 
3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya 
Mabi’ harus didahulukan. 
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4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan 
yang bertanggung jawab atas Mabi’ adalah penjual. 
5) Menurut Ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah 
fasid dan akad tanpa menyebutkan Mabi’ adalah batal. 
6) Mabi’ rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga 
rusak sebelum penyerahan, tidak batal. 
7) Tidak boleh tasharruf atas barang yang belum diterimanya, tetapi 
dibolehkan bagi penjual untuk tasharruf sebelum menerima. 
c. Hukum atas Mabi’ dan harga rusak serta harga yang tidak laku.93 
1) Kerusakan barang 
Tentang hukum barang yang rusak, Jikai barangi rusaki semuanyai 
sebelumi diterimai pembeli, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, 
dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan yaitu: 
a) Mabi’ rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli 
batal. 
b) Mabi’ rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus 
membayar. 
c) Mabi’ rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli 
haruslah khiyar antara membeli dan membatalkan. 
2) Harga rusak ditempat sebelum dipegang: 
a) Jika barang berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti 
dengan yang lain. 
b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan dapat 
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diganti waktu itu, menurut Ulama Hanafiyah, akadnya batal. 
3) Harga tidak berlaku 
Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum 
diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus 




2. Hikmah Jual Beli 
Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:
95
 
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 
dengan jalan suka sama suka. 
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 
diperoleh dengan cara bathil. 
c. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari rezeki yang 
halal. 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagian bagi jiwa 
karena memperoleh rezeki yang cukup menerima dengan ridha 
terhadap anugerah Allah SWT. 
f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara 
penjual dan pembeli. 
g. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. 
Jual  beli dapat menata struktur kehidupan  ekonomi  masyarakat 
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yang menghargai hak milik orang lain. Masing-masing pihak merasa 
puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan  menerima 
uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang 
dagangan dengan puas pula. Dengan  demikian jual beli juga mampu 
mendorong untuk saling memberi bantuan antara keduanya. 
H. Tinjauan Pustaka 
1. Putri Aprilia Novianti NIM: 1312202068 (2017) Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus diPasar 
Karangpakis Cilacap) IAIN Purwokerto. Hasil yang didapat dalam 
penelitian ini ialah bahwa praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi 
diPasar Karangpakis Cilacap, penjual melakukan suatu kecurangan yakni 
dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam bangkai. Selain 
itu,  akad jual beli yang terjadi antara suplier dan penjual dilakukan dengan 
terang-terangan  dan suplier memberitahu bahwa ayam yang dijualnya 
merupakan ayam segar dan juga ayam bangkai, akad tersebut dilakukan 
dalam satu majelis. Sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen 
tidak secara terang-terangan. Transaksi yang terjadi antara penjual dan 
penjual tidak secara terang-terangan. Transaksi yang terjadi antara penjual 
dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu ayam yang segar dengan 
ayam bangkai juga tidak sah, karena akadna tidak secara terang-terangan 
dan objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjual belikan. 
Transaksi antara suplier dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya 
ayam segar disampaikan secara terang-terangan. Kedua, objeknya yaitu 
ayam bangkai dikatakan tidak sah walaupun akadnya secara terang-terangan 






2. Mubarok, NIM: 1223202011 (2017). Tinjuan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus diDesa Penaruban Kecamatan 
Bukateja Kabupaten Purbalingga) IAIN Purwokerto. Hasil penelitian ini 
adalah dalam praktik jual beli beras oplosan didesa penaruban ada dua 
macam yaitu secara golongan dan secara eceran. Jual beli secara golongan 
sah menurut Hukum Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan 
secara terang-terangan diawal perjanjian tentang objek jual beli tersebut. 
Jual beli eceran menurut Hukum Islam tidak sah, karena kedua belah pihak 
tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur gharar yaitu tidak ada 
kepastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.
97
 
3. Zuni Umayanti, NIM: 1123311061 (2015). Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus didesa Sumberejo 
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). UIN Walisongo Semarang. Hasil 
penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukan bahwa 
agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan 
keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas 
baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan ditempat 
penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) 
serta setelah proses penggilingan. jika pembeli meminta pertanggung 
jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya. Pada 
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praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak khiyar, 
selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam 
barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran diDesa Sumberejo sah 
namun haram karena adanta unsur penipuan dalam objek yang di perjual 
belikan. Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan 
kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada Al-Quran dan 
Hadis. Agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dan dapat terjalin 
hubungan baik antara manusia melalui jual beli yang sesuai Hukum Islam.
98
 
4. M. Abduh Assumandy, NPM: 1421030116 (2018). Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada 
Pedagang Eceran diKelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten 
Tanggamus). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 
praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran dikelurahan 
kuripan yang melakukan mencampur bahan bakar premium dengan oli 
bekas tidak dibenarkan dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 dengan 
ancaman sanksi pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi 
Rp.60.000.000,-. Kedua jual beli yang dilakukan pedagang eceran di 
Kelurahan Kuripan termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut Hukum 
Islam yakni jual beli gharar mengandung kesamaran yang dapat merugikan 
bagi pembeli ketika mendapati penjual melakukan kecurangan dengan 
mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas.
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Metro, 21 Desember 2019 
 
Bapak Wanda, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat,  Kota 
Metro, 21 Desember 2019 
 
Ibu Mur, wawancara dengan pembeli daging, Pasar Metro Pusat,  Kota Metro, 21 
Desember 2019 
 
Ibu Rubiyem, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat,  Kota 
Metro, 21 Desember 2019  
